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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.28/Menlhk-Setjen/2015
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN PERHUTANAN
MASYARAKAT PEDESAAN BERBASIS KONSERVASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan
masyarakat di dalam dan sekitar hutan serta
meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai
sebagai sistem penyangga kehidupan telah ditetapkan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-
1172014 tentang Pedoman Umum Pengembangan
Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis
Konservasi;

b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan kegiatan Pengembangan Perhutanan
Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi, maka
Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
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Kehutanan tentang Pedoman Umum Pengembangan
Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis
Konservasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomorl67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4947);

www.peraturan.go.id



http://www.peraturan.go.id

3 2015, No.974

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5334);

10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1618);

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P. 18/MenLHK-11/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN UMUM
PENGEMBANGAN PERHUTANAN MASYARAKAT
PEDESAAN BERBASIS KONSERVASI.

Pasal 1

Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan
Berbasis Konservasi (PPMPBK) adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini.
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Pasal 2

Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan
pelaksanaan kegiatan PPMPBK.

Pasal 3

Kegiatan PPMPBK yang telah dilaksanakan sebelum diundangkannya
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini dinyatakan tetap
berlaku dan untuk pelaksanaan selanjutnya harus disesuaikan dengan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.20/Menhut-11/2014 tentang Pedoman Umum
Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P. 28/Menlhk-Setjen/2015
TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN PERHUTANAN MASYARAKAT PEDESAAN
BERBASIS KONSERVASI

BAB |
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Saat ini terdapat kurang lebih 48,8 juta jiwa penduduk Indonesia
yang tinggal di pedesaan di dalam dan sekitar hutan yang hidupnya
bergantung pada sumberdaya hutan. Dari jumlah tersebut, 10,2 juta
jiwa di antaranya dikategorikan penduduk miskin (Ditjen BPDASPS,
2012).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2012
jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28.594.600 juta jiwa
(11,66%). Dari jumlah tersebut sebanyak 10.507.800 berada di daerah
perkotaan (8,6%) dan 18.086.900 berada di pedesaan (14,7%).

Pada umumnya petani di pedesaan berada pada skala usaha
mikro yang memiliki luas lahan lebih kecil dari 0,3 hektar per kepala
keluarga. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi nasional berbasis
pedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak
pada pengurangan penduduk miskin.

Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan merupakan salah
satu kebijakan prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, diantaranya melalui pengembangan Hutan
Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD), Pengembangan Hutan
Rakyat (HR) maupun pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan
Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi
(PPMPBK). Kebijakan tersebut guna mendukung program yang
mendorong peningkatan pertumbuhan (pro growth), pengurangan
kemiskinan (pro poor), penyerapan tenaga kerja (pro job) dan sekaligus
menjaga kelestarian lingkungan hidup (pro environment).

Kebijakan PPMPBK tahun 2015, diharapkan lebih mendorong
kemandirian ekonomi desa melalui peran aktif dan keterlibatan
kelompok masyarakat dalam membangun dan mengembangkan
kegiatan Aneka Usaha Perhutanan Berbasis Konservasi untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
desa di dalam dan sekitar kawasan hutan.
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B. Tujuan

1. Memberdayakan kelompok masyarakat dalam aneka usaha
perhutanan berbasis konservasi baik kelembagaan maupun
kemampuan usaha.

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan dan pendapatan
kelompok masyarakat melalui kegiatan aneka usaha perhutanan
berbasis konservasi dalam rangka memperbaiki kondisi DAS.

C. Sasaran dan Besarnya Bantuan
1. Kelompok masyarakat di desa yang terdapat lahan tidak produktif.

2. Besarnya bantuan yang diberikan untuk setiap kelompok
masyarakat paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah).

D. Indikator Output
1. Tersalurkannya dana PPMPBK kepada kelompok masyarakat.

2. Penambahan tutupan lahan dan berkembangnya aneka usaha
kelompok masyarakat.

3. Meningkatnya kemampuan usaha dan pendapatan kelompok
masyarakat.

E. Pengertian dan Batasan

1. Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis
Konservasi yang selanjutnya disingkat PPMPBK adalah kegiatan
di pedesaan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi pedesaan dan pendapatan kelompok masyarakat melalui
kegiatan aneka usaha perhutanan berbasis konservasi dalam
rangka memperbaiki kondisi DAS sekaligus mengurangi tingkat
kemiskinan dan pengangguran melalui kegiatan usaha tani
konservasi berupa penanaman wanatani (agroforestry, serta
aneka usaha kehutanan berupa pengembangan Hasil Hutan
Bukan Kayu (HHBK) dan bantuan komoditi
peternakan/perikanan)  yang dapat dipadukan dengan
pembuatan/pemeliharaan bangunan konservasi tanah dan air.

2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Desa Tertinggal adalah desa yang secara ekonomis pendapatan
perkapitanya per tahun berada di bawah standar minimum
pendapatan per kapita nasional dan infrastruktur desa yang
sangat terbatas.

Kelompok masyarakat adalah sekumpulan orang baik laki-laki
maupun perempuan yang berada di desa di dalam/sekitar
kawasan hutan, desa tertinggal, desa yang terdapat komunitas
adat terpencil, desa yang wilayahnya terdapat lahan kritis/tidak
produktif.

Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan
utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat
setempat.

Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan
dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani
izin/hak.

Hutan Adat adalah Hutan yang berada dalam wilayah masyarakat
hukum adat.

Jenis Tanaman Kayu-kayuan adalah jenis tanaman hutan yang
menghasilkan kayu untuk konstruksi bangunan, mebel, dan
peralatan rumah tangga.

Jenis tanaman serbaguna (multi purpose tree species/MPTS)
adalah jenis tanaman yang menghasilkan kayu dan bukan kayu
seperti buah-buahan, getah, kulit.

Rencana Usulan Kegiatan Kelompok yang selanjutnya disingkat
RUKK adalah rencana yang disusun oleh kelompok masyarakat
berdasarkan potensi desa dan kondisi sosial ekonomi kelompok
masyarakat.

Wanatani (agroforestry) adalah suatu bentuk pengelolaan
sumberdaya yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau
pohon kayu-kayuan dengan penanaman komoditas (tanaman
jangka pendek), seperti tanaman pertanian dengan model-model
wanatani bervariasi mulai dari wanatani sederhana berupa
kombinasi penanaman sejenis pohon dengan satu-dua jenis
komoditas pertanian, hingga ke wanatani kompleks yang
memadukan pengelolaan banyak spesies pohon dengan aneka
jenis tanaman pertanian, dan bahkan juga dengan ternak atau
perikanan.

Wanahijauan pakan ternak (silvopasture) adalah sistem
pengelolaan hutan yang menggabungkan antara sistem silvikultur
dengan peternakan.
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13. Wanamina (silvofishery) adalah sistem pengelolaan hutan dengan
cara tumpang sari antara tanaman hutan (mangrove) dengan
budidaya perikanan atau tambak.

14. Wanafarma adalah suatu bentuk pengelolaan sumberdaya yang
memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau pohon kayu-
kayuan dengan penanaman komoditas obat-obatan.

15. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK
adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta
produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari
ekosistem hutan.

16. Dinas Provinsi adalah Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan
tanggung jawab di bidang kehutanan tingkat provinsi.

17. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten/Kota yang
diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan tingkat
kabupaten/kota.

18. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya
disingkat BPDAS adalah unit pelaksana teknis Lingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas
dan tanggung jawab di bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan (PSKL).

20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk
menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

21. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa.
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BAB I
STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN PPMPBK
A. Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan PPMPBK pada dasarnya merupakan Kkegiatan
pemberdayaan masyarakat melalui usaha tani konservasi berupa
penanaman wanatani (agroforestry) yang dapat dilengkapi dengan
pembuatan/pemeliharaan bangunan konservasi tanah dan air, serta
aneka usaha kehutanan berupa pengembangan HHBK dan bantuan
komoditi peternakan/perikanan.

Kegiatan wanatani antara lain penanaman pohon berkayu yang
dipadukan dengan: hijauan pakan ternak (silvopasture), pemeliharaan
tambak (silvofishery), tanaman obat-obatan (silvofarmaka) dan tanaman
bawah tegakan/tanaman pertanian.

Pembuatan/pemeliharaan bangunan konservasi tanah dan air
antara lain teras bangku/kredit/guludan, saluran pembuangan air dan
terjunan air, sumur resapan dan pengendali jurang (gully plug).

Pengembangan komoditi HHBK berupa HHBK unggulan antara
lain lebah madu, sutera alam, bambu, rotan, nyamplung dan gaharu.

B. Komposisi Kegiatan dan Alokasi Dana

Komposisi kegiatan dan alokasi dana masing-masing jenis
kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan penanaman usaha wanatani yang dapat dilengkapi dengan
kegiatan pembuatan/pemeliharaan bangunan konservasi tanah dan
air minimal sebesar 70% dari total dana PPMPBK.

2. Kegiatan bantuan komoditi peternakan, perikanan, HHBK unggulan
dan mesin produksi maksimal sebesar 30% dari total dana PPMPBK.
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BAB Il1
KRITERIA, PENETAPAN DAN SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
A. Kriteria Desa Calon Lokasi PPMPBK
1. Diutamakan termasuk dalam DAS prioritas;

2. Termasuk dalam kategori desa di dalam/sekitar kawasan hutan,
desa tertinggal/desa yang terdapat komunitas adat/desa yang
wilayahnya terdapat lahan tidak produktif dan/atau areal HKm dan
HD.

3. Setiap desa calon lokasi PPMPBK dapat ditetapkan maksimal 2 (dua)
kelompok masyarakat penerima PPMPBK pada tahun yang sama
dengan ketentuan masih tersedia lahan untuk penanaman.

B. Kriteria Kelompok Masyarakat Calon Penerima Kegiatan PPMPBK

1. Beranggotakan minimal 15 (lima belas) orang terdiri dari laki-laki
dan/atau perempuan yang berdomisili di desa/kelurahan setempat.

2.Kelompok masyarakat dan pengurusnya ditetapkan oleh Kepala
Desa/Lurah setempat termasuk kelompok HKm, HD, HR dan Hutan
Adat.

3. Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 belum
pernah menerima PPMPBK.

C. Tahapan Pengusulan

1. Usulan kelompok masyarakat calon penerima PPMPBK berasal dari
aspirasi masyarakat;

2.Kelompok masyarakat membuat usulan secara tertulis, yang
ditandatangani oleh Ketua Kelompok, diketahui oleh Kepala
Desa/Lurah, dan diajukan kepada Direktur Jenderal Perhutanan
Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) dengan tembusan kepada
Kepala BPDAS setempat dan Kepala Dinas Provinsi atau Kepala
Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota;

3.Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 minimal memuat
identitas kelompok, deskripsi lokasi/areal, rencana spesifik kegiatan
PPMPBK, volume kegiatan, dan ancar-ancar biaya (rencana
penggunaan/ kebutuhan) dan RUKK. Contoh format usulan dan
RUKK sebagaimana tercantum pada Formulir 1 sampai dengan
formulir 5.

D. Verifikasi, Penetapan dan Pembayaran

1. Berdasarkan usulan dari kelompok masyarakat, Direktur Jenderal
PSKL memerintahkan Direktur penanggung jawab pelaksana wilayah
melakukan verifikasi administrasi.
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2.Direktur melakukan verifikasi administrasi terhadap usulan
kelompok calon penerima PPMPBK di wilayah binaan masing-masing.
Contoh format verifikasi administrasi sebagaimana tercantum pada
Formulir 6.

3.Hasil verifikasi administrasi yang memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud pada angka 2, disampaikan oleh Direktur kepada Kepala
BPDAS setempat.

4. Kepala BPDAS bersama Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan
verifikasi teknis sekaligus menilai RUKK yang diusulkan kelompok
masyarakat calon penerima PPMPBK dengan menggunakan format
verifikasi teknis sebagaimana tercantum pada Formulir 7.

5.Kepala BPDAS melaporkan hasil verifikasi teknis dan RUKK yang
telah disetujui kepada Direktur.

6. Direktur mengoreksi dan memfinalkan hasil verifikasi teknis dan
menyampaikan rekomendasi kepada Dirjen PSKL.

7.Direktur Jenderal PSKL menetapkan kelompok masyarakat penerima
PPMPBK dengan surat keputusan.

8. Berdasarkan SK Penetapan Kelompok oleh Dirjen PSKL, Sekretaris
Ditjen PSKL selaku KPA menetapkan besaran dana yang diberikan
kepada masing-masing kelompok masyarakat penerima PPMPBK dan
selanjutnya memproses pembayaran kepada kelompok masyarakat
penerima PPMPBK.

9. Berdasarkan Keputusan Dirjen PSKL dan Keputusan Sekditjen PSKL
selaku KPA sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8, PPK
menetapkan kelompok masyarakat dan besaran dana PPMPBK
sesuai dengan wilayah kewenangannya.

Skema tahapan penetapan kelompok masyarakat penerima PPMPBK
sebagaimana tercantum pada gambar 1.

. Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS)

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PSKL tentang
penetapan kelompok masyarakat penerima PPMPBK, ketua kelompok
masyarakat dan PPK pada Balai Pengelolaan DAS menandatangani
Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) pelaksanaan kegiatan PPMPBK.

Contoh SPKS sebagaimana tercantum dalam Formulir 8.
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Kelompok Masyarakat Mengajukan Usulan

Memuat identitas kelompok, deskripsi lokasifareal, rencana spesifik
kegiatan, petafsketsa lokasi kegiatan, volume kegiatan, ancar-ancar
biaya (rencana penggunaan/ kebutuhan dan RUKK])

|

Direktur Jenderal PSKL

Memerintahkan verifikasi administrasi

¢

Direktur

Selaku Penanggung Jawab Pelaksana Wilayah Melakukan werifikasi
administrasi dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala BPDAS
untuk dilaksanakan verifikasi teknis

}

Kepala Balai Pengelolaan DAS

Bersama Dinas Kabupatenf Kota melakukan verifikasi teknis dan menilai
RUKK, selanjutnva menvampaikan hasil verifikasi teknis kepada Direktur

‘

Direktur

Mengoreksi dan memfinalkan hasil verifikasi teknis dan menyampaikan
rekomendasi kepada Dirjen PSKL

|

Direktur Jenderal
Menetapkan Kelompok Masyarakat Penerima PPMPBK

‘

Sekretaris Ditjen PSKL
Selaku KPA

Menetapkan besaran dana dan me mproses pembayaran kepada
kelompok masyarakat penerima PPMPBK sesuai tahapan yvang ditentukan

s

Pejabat Struktural BPDAS

Selaku PPK

Menetapkan kelompok masyarakat dan besaran dana PPMPBK sesuai
wilayah setempat

Gambar 1. Skema tahapan penetapan kelompok masyarakat penerima
PPMPBK
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BAB IV
PENYALURAN DANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN PPMPBK
A. Penyaluran Dana

1. Tahap |, sebesar 40% dari keseluruhan dana jika RUKK telah
disetujui dan SPKS telah ditandatangani oleh kelompok masyarakat
dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

2. Tahap Il, sebesar 30% dari keseluruhan dana jika pekerjaan telah
mencapai realisasi fisik minimal 30% sesuai RUKK.

3. Tahap Ill, sebesar 30% dari keseluruhan dana jika pekerjaan telah
mencapai realisasi fisik paling sedikit 60% sesuai RUKK. Dana
dimaksud digunakan untuk menyelesaikan realisasi fisik 100%
sesuai RUKK.

Berdasarkan usulan permintaan pembayaran dari kelompok
masyarakat, PPK mengajukan usulan permintaan pembayaran kepada
KPA dengan mekanisme pembayaran secara langsung (LS) ke rekening
kelompok masyarakat.

Usulan permintaan pembayaran tahap | dari PPK kepada KPA dilampiri

Fotokopi RUKK yang telah disetujui oleh Kepala BPDAS setempat;
Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS);
Fotokopi pakta integritas, sebagaimana contoh pada Formulir 9;

W DN PR

Fotokopi buku tabungan/rekening kelompok masyarakat yang
dilegalisir oleh bank penerbit;

5. Fotokopi permintaan pembayaran dari kelompok masyarakat,
sebagaimana contoh pada Formulir 10;

6. Fotokopi kwitansi/bukti pembayaran bermaterai Rp.6000,00 (enam
ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ketua kelompok masyarakat,
sebagaimana contoh pada Formulir 11;

Usulan permintaan pembayaran tahap Il atau tahap Il dari PPK kepada
KPA dilampiri :

1. Fotokopi rencana kebutuhan dana tahap Il atau tahap lll;

2. Fotokopi berita acara hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan
sebagaimana contoh pada Formulir 14;

3. Fotokopi bukti pengeluaran (kuitansi pembelian, daftar pembayaran
upah dll) sebagai pertanggungjawaban administrasi keuangan
kelompok, dan dokumentasi foto;

4. Fotokopi permintaan pembayaran dari kelompok masyarakat,
sebagaimana contoh pada Formulir 10;
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5. Fotokopi kwitansi/bukti pembayaran bermaterai Rp6.000,00 (enam
ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ketua kelompok masyarakat,
sebagaimana contoh pada Formulir 11;

6. Fotokopi bukti pembayaran pajak;

Berdasarkan usulan permintaan pembayaran dari PPK yang dilampiri
bukti-bukti pendukung yang telah memenuhi syarat, maka KPA
mengajukan permintaan pembayaran kepada KPPN Jakarta lll.

B. Pertanggungjawaban Kegiatan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cg. Ditjen PSKL
bertanggung jawab terhadap tersalurkannya dana PPMPBK secara
langsung ke rekening kelompok masyarakat yang sudah ditetapkan
dengan Keputusan Direktur Jenderal sesuai peraturan perundang-
undangan.

Kelompok masyarakat penerima PPMPBK wajib :

1. Bertanggung jawab penuh terhadap realisasi fisik di lapangan
sesuai dengan RUKK vyang sudah disetujui dan ketentuan
pertanggungjawaban keuangan.

2. Membuat dan menyampaikan bukti pengeluaran asli kepada PPK
pada BPDAS setempat, untuk dibukukan dan disimpan, yang
selanjutnya dokumen tersebut menjadi tanggung jawab Kepala
BPDAS. Bukti pengeluaran/dokumen tersebut antara lain berupa :

a. kuitansi pembelian barang/bahan;
b. daftar pembayaran upah kerja; dan
c. dokumen lain berupa foto, dan data lain terkait.

3. Pengenaan pungutan pajak penghasilan dilakukan terhadap
pengadaan barang non bibit antara lain polybag, pupuk, dan sarana
produksi lainnya sebesar 1,5% dari total pembelian (PPh Pasal 22)
bagi kelompok masyarakat yang memiliki NPWP. Bagi kelompok
masyarakat yang tidak memiliki NPWP pengenaan pajaknya sebesar
3%.

C. Serah Terima Hasil Kegiatan
Sebagai paket bantuan pemerintah, kelompok masyarakat

penerima PPMPBK mempunyai kewajiban untuk mengelola serta
memanfaatkan bantuan yang diterimanya.

PPK atas nama KPA menerima serah terima hasil kegiatan dari
kelompok masyarakat, selanjutnya PPK atas nama KPA menyerahkan
kepada Kepala BPDAS dan Kepala BPDAS menyerahkan kembali
pengelolaannya kepada kelompok masyarakat.

Contoh berita acara serah terima sebagaimana tercantum dalam
Formulirl5 dan Formulir 16.
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BAB V
ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN PPMPBK
A. ORGANISASI PENGELOLA ANGGARAN
1. KPA kegiatan PPMPBK adalah Sekretaris Direktorat Jenderal PSKL.

2. PPK kegiatan PPMPBK adalah pejabat struktural atau non
struktural pada BPDAS yang telah memiliki sertifikat keahlian
pengadaan barang/jasa pemerintah.

3. KPA kegiatan PPMPBK ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan.

4. PPK dan PUP kegiatan PPMPBK ditetapkan oleh Direktur Jenderal
PSKL.

KPA dan PPK melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan peraturan lainnya
yang terkait.

B. ORGANISASI PENYELENGGARA
1. Tim Pembina Kegiatan BLM-PPMPBK

Untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan PPMPBK,
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat membentuk Tim
Pembina dan Tim Pelaksana kegiatan PPMPBK dengan koordinator
Direktur Jenderal PSKL.

2. Tim Pelaksana Kegiatan PPMPBK

Untuk menjamin terlaksananya seluruh kegiatan PPMPBK mulai
dari tahap persiapan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring,
evaluasi dan pelaporan dibentuk Tim Pelaksana. Ketua Tim
Pelaksana adalah Direktur Jenderal PSKL, yang pelaksanaannya
dibantu oleh para Direktur selaku Penanggung Jawab Pelaksana
Wilayah, dengan pembagian wilayah kerja sebagai berikut :

a. Penanggung jawab wilayah 1 (Sumatera) adalah Direktur
Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial);

b. Penanggung jawab wilayah Il (Jawa, Bali, NTB, NTT) adalah
Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat;

c. Penanggung jawab wilayah Il (Kalimantan dan Sulawesi) adalah
Direktur Kemitraan Lingkungan;

d. Penanggung jawab wilayah IV (Maluku dan Papua) adalah
Direktur Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat.

3. Tim Sekretariat

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur selaku penanggung jawab
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pelaksana wilayah membentuk Tim Sekretariat dengan susunan:
a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. anggota.
4. Tim Pelaksana Lapangan

Kepala Balai Pengelolaan DAS membentuk Tim Pelaksana Lapangan
untuk melaksanakan tugas-tugas persiapan, verifikasi teknis,
pembinaan teknis administrasi, monitoring dan evaluasi,
penyusunan berita acara serah terima pekerjaan dan pelaporan
kegiatan PPMPBK.

5. Organisasi Kelompok Masyarakat

Kelompok masyarakat penerima PPMPBK membentuk tim yang
beranggotakan seluruh anggota kelompok masyarakat yang
bersangkutan (minimal 15 (lima belas) orang) dan dibagi ke dalam
Tim yang terdiri dari:

a. tim perencana;
b. tim pelaksana;
c. tim pengawas.
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BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
A. Pembinaan
1. Tingkat Pusat

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberhasilan
pelaksanaan kegiatan PPMPBK, Tim Pembina dan Tim Pelaksana
melakukan pembinaan teknis dan administrasi terhadap
penyelenggaraan PPMPBK.

2. Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pembinaan kegiatan PPMPBK dilaksanakan oleh
BPDAS dengan melibatkan Dinas Provinsi dan/atau Dinas
Kabupaten/Kota.

3. Tingkat Lapangan

Tim Pelaksana Lapangan, melakukan pembinaan teknis dan
administrasi kepada Kelompok Masyarakat penerima PPMPBK.

B. Pengendalian

Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan PPMPBK berjalan sesuai
dengan sasaran dan tujuan, maka Tim Pembina, Tim Pelaksana dan
Tim Pelaksana Lapangan melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan
tindak lanjut permasalahan.

C. Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan PPMPBK dilaksanakan
sebagai berikut :

1. Pengawasan internal lingkup Ditjen PSKL dilaksanakan oleh Direktur
Jenderal PSKL dan pejabat eselon Il terkait;

2. Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

3. Pengawasan Eksternal dilaksanakan oleh instansi/lembaga
pengawasan yang berwenang.

D. Pelaporan

1. Kelompok masyarakat penerima PPMPBK melaporkan perkembangan
dan hasil kegiatan kepada Kepala BPDAS setempat setiap triwulan
dan pada akhir pelaksanaan kegiatan, dengan format laporan
sebagaimana tercantum dalam Formulir 12.

2. Kepala BPDAS setiap triwulan melaporkan perkembangan kegiatan
PPMPBK kepada Direktur Jenderal PSKL dengan format laporan
sebagaimana tercantum dalam Formulir 13, dilengkapi dengan
dokumentasi kegiatan berupa foto dengan tembusan kepada Kepala
Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
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BAB VII
PENUTUP

Pedoman ini digunakan bagi seluruh jajaran Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik di pusat dan di daerah,
pemerintah provinsi/kabupaten/kota serta kelompok masyarakat yang
bersangkutan untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan
PPMPBK yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
Melalui kegiatan PPMPBK ini diharapkan dapat meningkatkan
produktivitas lahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sekitar hutan.
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FORMIILIE 1
CONTOH TUSULAN EELOMPOE MASYARAKAT
CALON FENERIMA EEGIATAN PPMFPER TAHUN...
20..
M- Ve A
LDamnpiran ¢ 4 (cwopal] kemlar
[1al . Usulan Kegiatan PPMFPGE Tahun...

Erpada ¥k
Lireldtur Jenderal PSKL
[R]]

Jakmala

Mangan ini, kami sam paikan usulan untik dapat ditcrima schagal pelaksana Bogiatan
IPMIEE Koemeolerian Lingkungan Hidup an Kelolansn, deoguan babenr osolan
sebagai beriloat |

A, M Kelowpok 0 Helowpak ..

. Alamar Ll l:SJ.olc ...... Uesa o Ecumatan .. e
KahupaTr nyTata... it TR E Rt o

o Jumdaly Bugeela 0 e (e, Jmmu;

d. Lolkasi Kegiatan : P&manfuatu_n lohan saat ini dan luas ¢
1.
B pimesr e R P s B RS

e, Jenis dan Valume © Lo (jenie lkegiatan) ......... fvolume),

esiatan TAang B i S R e [iznis kemiatan]) @ ..., feahime], dinsullean

Bt e S AT RS AT T ST [voen . dET

f. Hencana Hiaya L e

Hersama ini pula kami nyatalkan bahwa kelompolc kami tidalke sedang dalam pmses
weneritn s datie Azl Sesind lain daal peinciintals,

Cemildan usulan ini kami sampaikan, mohon dapat diproses lehih lanjat.

Mengztahui KETLA LM PO
Frpala TIoRa. . oo vie e
Boterad BEpd 000,00

inama dan atzmpel) [rama)

Tewbusan
l Erpala BFDAS..,
4. Kepala Dinas Lmbupab&njlwm
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FORMLIRE 2

[l

MY

*)

DATA DASAR KELOMPOK MASYARAKAT

CALON PENERIMA REGIATAN FPENGEMBANGAN PERHUTANAN
MASYTARAKAT FEDESAAN EEREASIS HONSERVASI TAHUN......

 MAMA KELOIM FORK

. FENGURNS ERLONMPOK

a. ketna
L. Sclaciaiis
. Bendahara

ATAMAT KETOWTOR v RT.. RW.L

Ex L‘H.T.uulm_t

PRNGUEMAN LELOMEPOR

a. 'ojahat yang Monmilaihkan
L. Toungesl Pengokobian

U LAH A RGO B avevnril s

 KEGIATAN ELLOMPOK Poa

.
.

MO, TELDRHD KETUA KELOMIMOK

. Blek ... { X[ IR RNRY

. Kelbu pﬁh: u Koia
l-'rmr:mm ey

J orang

Dnta date. yang lzomi sempoilzan benor apo adanya.,

, tanggal ... 20
LMengetahni . ELTUA KELOMPOK
Kepala desa.. ..
([pema dan stempel) (nama)
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DAFTAR ANGGOTA HELOMFPOK .......cocic0ei s

Mo MWama Jahatan dalam Kolampek Alamar ™o, KT Burat Tt
1 2 3 4 =
1 Felua
2 Dendaliqos
3 Seloretaris
1 Ketna 1im FPerencann
2 Npnegota lim Fergncana
& Nnggota lim Perencana
7 Eetua Tim Pelalzeana
B Anogota Tim Pelakeana
] Aucpoly T Pelulsaug
19 T tua Timn Porig aw ds
11 Anpoots Tim Prngsow as
12 Avpoois Tim Pezigeow as
12 Anpmota Kolem pok
14 Anpmora Halem pole
13 Anpoota Kelompol
dst....
Ketus
Brudalizua

* Kemn, Selretaris dan Bendahara Kelom pole harus melam pirkcan fotocoper

ETT" mtan Sural Kelorangsn Donizili,

Mo iatiug ¢

Hepula Dess ., oo o

(narma dan stempel)

Ltangzal... . 20,
KETUA KELOMIMOK

[ a)
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FORMILIRE 4
CONTOH DESKRIPSEI CALON LOKAR]T KEGIATAN PPMPER
KELDMPDH Mmﬁmh“ﬁ’rlll LR EIREL N EIEEINEE N IEREREN L

 DusunfBlok

. DesafHelurahian

. Fecamatan

» Halsupeaiennf ata

. Prowinsi

. luas areal N

. Sratus Tahan ¢ dalam kawasan fTuar kawasan flahan milik/f
lahen adatf........

 BhketRa calen Inkasi penanaman

= O o e

o
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FORMWIULIRE 5

RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOH |[EUKH]

KECIATAN PPMPEK TAHUN. . ..
1. Wama Kolempolk
2, Deso/Blek
3. Kecamatan
4, Kulrupaten/Totla
5. Provinsi
L. oWJdanis keginotan dan ARMEArCAN L e

7. BEinwian keadAtan dor spggaaran van skan dilsleanakun, scbagad beriloot

SATITAN
e " b BIAYA JUMLAH
Mo ELSLATATT % (IIa, wit, El_mr, SATUAN Rp, Ry,
Hatang atau lainnya )
1 2 3 4 5
JUMLAH
Mengetahui ¢ ELTUA WL Poak
Mepala agRa. . oo e,
e A dan slernpel] (AL |

Menyetujui 44 ¢

EefalaPPELS s arorecian same Wt e 55 10 it

Mama
NIT*.

Y knlem 2 digi rincian ksgiatan yang akan dilalesannloan alzh kelempak.
4 Ditapdstaong s setelab werilik sed ek dilakoakoan,
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FORMULIRE &

Lk R B

24

CONTOH FORMAT VERIFIKASI ADMINISTRASI
HEELOMPOK CALON PENERIMA HKEGIATAN PPMPEK TAHUN......

Wama Kolempok
Dreso/Blek
Kecamatan
Kulbupater/Totaf
Provinsi

Lekomendasi : Layvak/Tidalk Lavak untulk ditindaldlanjuti dengan verifilkasi teknis,

IR0 'EESYTARATAN HASIL TENILAIAN KETERANGAN
1 2 3 4 5
1 | Pengurus Kelempolk Ada Tidak ada
2 | Twnpukulian Kelomnpol

a. Pejabat vang menguluhlan | Ada Tidal: ada
b. Tangpal Pengulouhan fida Tidalk ada
2 | Alamart kelompalke Zesuai Tida ks sesuni

4 | Teulan diketabud Kepala Desa. | Ada Tidal: ada

S| Theulan Jenis Kegiolan dun Al Tidak Ada
Volume

6 | Apcar-ancar Diaya Ada Tidudk ada
7 | Nafrar Anmenta fida Tidal ada
B | Jumlah ongeota Sesup | lidols sesuni
S | Tetla/shestd lukasi kogialal Ada Tiduk adn

Vernlikator

Manrma
NIT,
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FOEMULIE 7
CONTOH FORMAT VERIFIKASI TEHNIE DAN RUHK
HELOMPOH CALDN PENERIMA HECIATAN PFMPBKE TAHUN......
1. Mumu Kelongxal
2, DoeafBlok
A, Keournaloo
4. kabupatonfknta
5. Prowvinsi

Iz, FERESTAFATAIN ¥ HASIL M'ENILALIAIT KETERANGALT
1 2 3 4 5
1 lichoradaan leclom poke.
a. Kescsuaian Alamat Yesnai ‘dak scenai
Ir. Ezscsuaian nama Kolompaole Zosual | Tidalc scsual
<. koscsuaian Penenms Fosual Tidalk scsuai
z iescsuaian antara Icocana Sesual Tidak scsual
kagiafan kelompaek rlengan
katantusEn lehriy fpers i uraEn
perundnngat.
3 Terdepal ulawsi unink
melakaanakan lecriatan vang
chinsn ko
a, Tanaman fda Tidlalt ada
b Tewan furln Theduk ada
e Limiriem ki s firln Tieduk urda
£ e iy kgt fikh,
leetingminn, janis tanatl.
topagrafi] nnhak
e ledospnpdoem lospdelas var
dinsulkan :
e TmEnnam Sk Thiduk Hesuam
1> Hewan Sesual Tidak Jczual
< Bancnan Kenstan Sesual Tidak Soeual
= Luaz lelonei dengon jenis legiatafnn | Sesund Tidnlk Sezuni
yang dianlkan
Ly Fongalaman kolom pal
melaksanalian leswinlan vare
dinsulkan
A TEnEIn A Ardu Ticdak Arda
1> Hewan fida Tidals fde
<, Danpunan Kenston fidn Tidalr fde
T Jewnis kepdetan (Lorieon o fidn Ticlude eucle
hewan fhahan hangunan
kst am]) yane divesullim
donsan kotorsodiaan balian,
2 Kompesisi total Binya
A Tannn s dan Bangnuan TR Tiedak SBewna
knnstan [min. 70 .
b Terweds fTleonn (oedes, 30240 Swesued Ticlude Hewnd
= Keacsuaian Kompponcn
bty s f hargs vane dinsulblan
denean hawa setem pat
a.'lanaman Sl Tidak Besnai
b, Gempronen Kons oo Semuen Thelols Sesiiem
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Vo Terziede f Tk Sesual Tidak Sesudl

Fesuwl Ticluk sesua
10| Berdasarloan bt & diatus, bila dake sesuad, Wolad biayva sebarusicy s paige luyak
dibcribcan adalabh scbosar B, ocnecien, (zortalan porhituncgan rincl atan
Derdazarkan standar biaya).

11 | Perkivaan wadio yane dipealoksn cntok menyelessiksn seloob pelogasan

Fohomeadssi - Kelompoek e, Lk Micladk lavak wuiuk mendapakau
ITMI'EE.

Dava hasil verilikasi ks didtes adalsdn e,

Werifilcarnor

Nama
MNTP.
Cliatartat o

*| Thata persyatatan telomds Tnin yvang terlait dengan jenis kegiatan dapat
ditambahlan satn atau lebih berdasakean kolbatuhan toknis.
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FiabED LILIE &

CONTONT SURAT PETRLIANIIAN KERIASAMA (SPRH)
P ER CTAHLING. ...

KOF SURAT (BFDAS)

STRAT FERJANJIAN KEERJASAM A

PP sos czfoasy, ssbBinde sl edd Saiai
TENTANG:
PELAHSANAAN HEGIATAN PPMFEHE
AN RS
PEJABAT FEMBUAT HOMITMEN... -.ocvima s innniiannniinans
BEDAS ..

TJTT‘-IIZ':PI.N
EELOMPORE MASYARAMHAT ... ... sieimre i e

Patla hari .. tameealo s b lane . o e e tahiame
kami vang bertanda tangan di lawal ini ¢

1. Hama
Jalzatan : l'c:iaJ:-a‘t Pembuat Lamitmen (PR e o0 .
BIEOTAE,  Foewvue e v e s ros sems e oae e
Dalam hed il benmdnlc untuk dan ates noma KPA DIPA G, 029 Seloretariat Ditjen
FEET: Talim..... ; .‘\I‘]EJTI]II'l'II".-H dhisiet: ). FIHAH PERTAMA.
2. Mamna
Jalraran : KJ:tl.Lﬁ k-;clom p::rl-:
Alamat: pammsoanasmn
Dalam hel ind ber‘tmdn.lc untuls don atas nama elempole,.. - WER1E
berkeduduloon b rJt“‘IJI."Rr‘]lJTu]IIJTI e e CHereneian.
Kal>upnten fEota,. geln_njutnfm -fl.u;el:-ut PFIHAK KEDU!L
Mornperhati ban Keptusan Iirekior denders] PSEL Moanoe tansgal rlenigat an
menvatakan bpalvya PIHAK PERTAMA akan JJ.'l\.IIlb\.IJJ:{fI.Il dana l’l’ML’le{ kcpada
PIHAK KEDUA seliesar Kpo o (oo o vupnah] nrdnk anelabksanakan kegiatan
LPU'MIEK scsual dengan BEURK vq.ng telah disctujul olech 1'1PE yang torletak di
BlekfI'mbuh® i, ema oaieeein,, Hocamatan
abupatern Floto . a e i oo ey, PIOWNEL e e e e e e B2 hagaitn onn dmtur dnlam

Tasal pusal sebused beadboal

Fagal 1
LINGHUP KEGIATAN PFMPEK

Feginton PPMFPEE dalom surat perjanjion kerjasama ini adolab penyoluran deoa
il kemioton sesnai dengan RUTKK vang telah disetiajud dan menjadi hagion sang
tidub Aerpasalilean dod SPES .

Fagal 2
WAKTU FENYALURAN

Pevvuloran dona PRMPEE selanbe lamTienaen ilabsanobon pada tomgeal o

Pazal 3
EBIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

(1) Talem pelaksanoan kegiotan PPMPRE sehagaimeanag dimalzsng dolam Pagsal |
PIHAK PERTAMA ulean roenlweriken dana PRFMPRE hepads PFIHAK KEDTTA ool
micnibdayal poelabsangan Bogiatan sobagaimnana dimabsed dalam asal 1 denigan
pochan angearan D8 Ha — 0449 Scloctariar Ditjzn IBKL tahon 20175,

(2) PIHAK FPERTAMA memheriltan bantuan hiava legintan PPMFRK lepoda PTHAK
HEDUTA selesar R o v eiiiieeees Tuniah] spoETA langsnng e
rekonig kelompolk (L35),
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(3 PIHAE PERTAMA momberikan dana UUMPBEK uatok melaksanakan kogiatan
FFMFTGE kepada PFIHAK KEDUA melnlini Felening Fmar. e oo en, O0AS

natuy. . prde Themke o celang foalane peanbemlo feartor Joas

(4) PIHAK PERTAMA mnutubaysar biays pohoaun keprda PIHAK KEDUA uwchowar

Ep... ¢ 0 o] dengan tahapan schagal beriloar:

i, T:Lhap I %-ehesn.r 40% dau lce';elu.rulm.n dona jilen FURKE telah disetnjni don
HPRS telah ditandotangani aleh lelompok maswmrakat dengan Pejohat Pemhnar
Fornitrnen (PPR].

b Tabiap U, sebesar 20% dan kesclurulien dang pha pebegaan wlabl wencapaa
realisasl fisibke paling sodikdt S0% scenal B UKK,

<. Teliap I0, sebesar 20% docl keselumahon dana jika pelterjaan telab mencapal
realispsi sl paling sediltit 6094 sasu0d TITRT,

Fasal 4
HAK DAN HEWAJIBAN
1. FIHAK PERTAMA wompunysl babe dan kewapban schagan beiibut
a, Kewrajiban PIHAM PERTAMA

L. Menyalurkan dana FPPMPEK k= jpada PIHAK KEDUA;

2. MenTrenilean avahian berupa paemlonuan dun amlaugan;

J. Mewornitor kegintan PEMPTIR vang dilabksanakan oleh FTHAH KEDTTA

[>. Halt PIHAK PERTAMA @

1. Mencrima laporan kemajnan koegiatan dari PIHAH HEDTA,

2. Meminta portangeung iasaban PIHAKR EEDUA, apalbia scoara nyata FIHAIL
HEDUA tidak mclaksanakan kegiatan scbagaimana vang torecantim dalam
RITKK:

G Wleneritnn Tinlod peviorg uugjow atian dana dur PIHAK HEDTA .

4, PIHAK KEDUA pcompunyai Hale dan kewajiban scbagai beriloat
&, Kowajiban PTHAH HEDUA ¢
I melalsanalion selutih Kegiatan sehagaimana rercontinm dalam Pazal 1;
2. Mevnvanpnkan okl pevlangg ongescabon Spengeloaran. dame kepada
FIHAK PERTAMA
Jd. Wenwermhialilim aung wvan sudah dilgrimo ppabila Gldak aneleksonakon
bogilatan sevsnd wyals ol lapaugan sesudl EURR bordosarksn  hasil
cvalnasifpomeriksaan sesual dengan atiran dan kctentuan vang berlalon:,
4, Membuat lnporal bulanon peladeanau keginton kepadn PFIHAK PERTAMA
rlelen ramigkup 2 [doa);
- Mernlioal Iapoavan hastl akbor kewviatan keparls FIHAK PERTAMA
O, Memberibean  laporsal  kcpada PIHAK FERTAMA jika scwaldu-wakm
diperlukan;
T, Memheriltan  leterangon veng  diperlulan antule pemerikkann vang
dilalmlenn oleh instansi berwenang,
tr. TTak FIHAK KEDITA :
1. Meneritua dana FPMPTIEK fam FIHAK PFERTAMA weliagai idva pelaksanasn
kogiatan schagaumana dunaksud dalam asal 1:
2, Mcendapat araban dan bimbingan daci PIHAR PERTADA.

il

Fazsal &5
FEREELISIHAN

(1] Apabila smlab s PIHAK lidab memenubin Bewajiben sobagaimnsus hesepalelon
vang toroanmm dalam porjanjian ini, malka pibhak vang merasa dimgikan erhak
mengnjuloan eheraton secara iean moupun tulizan,

2] Apalnla @bl perselisihon anlar PIHAH PERTAMA rlenpun PIHAK EEDUA alun
diselernilton sacora mmeyawarah rdan mutalat herdarerlcan azes lelelnargaan
can keliersarunon .

(3] Apabila denigen vard wousyeearah ddak wrvapad penyvelesdian, kedua belah pabak
orleescppakatan untuk mcounnjulk Panitia Arbitrase  di lengadilan Negeud

1] Selutna proses penvaelesaion rlenggan care osyawarals ulao melalnd Pengadilan

Megeri. Lidale dapat dijadikan alasan urdok wernmnnly pelalsanaan kegiy lan sesuai

Jachral wang telah ditetapkan,
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Pagal &
EEATIAAN KAHAR |[FORCE MAJEUER]

(1] Taalatn hal larjai Keadadn kKalbar [fovce o] ek kilidakanampoan HAR
BEDOUA uuluk welaksanaken kegidalon bukan werupakon kesalabea,

(2) Keadnan laher meliputi: peperangan, beocana olam, revolusi, lemisuhban,
anhinpza PIHAK KEDUA ridak dapat memenuhi kawajilian fEcgiatan,

(3] Apabils terjadi keadaan kabar, maks PIHAKR HEDUA Laros wemboilabinken
dengan dilampini surat pertiyatoan kahor dori Pemerintah setempat atou lnstansi
yaug broweiaoy kepads PIHAK PERTAMA paling lawbal daloon wakio 14 feanpal
belas) hari sejol: terjedinya leadaan lalior,

Pazal 7
KETENTUAN TAMEAHAN

Merubaban-perubaban veag dikebendakd dew disepakall oleh kedous belabr pilak
maupun segala zesuntu vang belum distur dalam perjanjian indi diatur/dituangloan
dalam atnran yang merpalan satn lesatuan utnh dengan perjanjian ini serta
wemnpunyal keloatan okom vang sqaans.,

Pasal B
PENUTUP

(1] Teijanjianr md dinvolpban sab dan wenwibal scerla berlako sojak laagesl
ditandatangani oleh lkedua belah pihalk,

iZ] MParonjian ini dibuat 2 {dua) ranglap, masing maosing bermatarai cnlaip dan
wirmiliki kekoAtsn okt yamg szona,

FIHAK KEDTA PIHAK PERTAMA

Mama. oo o oo
(Nama Katina Kalom pol I st eanants e e

*) pilih yang sesuaifcoret yang tidak perln
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FORMIILIE 9

FAHTA INTEGRITAS
Sy paug bertands tanean 3 b ab i
Mama :
Mo, KTT
Alaan el
Jabatan CEetuo Kelompol e,
Gertindal wutule dan ales peama kelomwpok e dadsan  rangka
pengennaan dana FEM FHIE dari Direldorar denderal Ferhutanan Bosial dan Kemitraan
Lingkungan Tahuan..... LAdcngan ini manyatakan hahwa @

1. Kelompnle kami belum pernabh manarima atim tidale sedang dalam pmses
THene Al e oA dand lain dagi Deawerintahg

2. Tidalk akan  mealalounkan KRN, dan alsan melaporkan kepada pihale yang
Lorwaiit fhoraciimnmy, apabila mwengelaliol  ads iodibasi KK O delaan prosces
peonyaluran dan pengeunasan dana PFMPDE,

(%]

Ay welabsanskan hegislon sccoa sunggule-songeoal, lransparan,  dan
profesionol untulk memberilkan hasil lkerja  terbails muled dari  persiapao,
pelaltaannan, dan penyeslesaian pelerjaan flkapiatan sasuni KUKK dan BFRS vang
Lelabs kurnd lanedalanigan;

4. Apabila sava dan angeata kclaompek malangear hal-hal vang wslah dinvataloan
didoon DFAKTE INTECGEITAS im, maka save dao sogeols kelompok boersedia
dilcenalzan sonlsl administrasi serta dituntut ganti rugl dan pidana sesuni dengan
kztzntuan peramiran penindanguandangan.

(nama lelom pald
Matcrsi BEpd.00d 00

[Mara)
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FORMTILIRE 10

CONTOH FORMAT FEERMINTAAN FEMEAYARAN
DARI HELOMPOK MASYARAHAT PELAKEANA HEGIATAN

FFMFEH TAHIIN......
Mo :
Llal  : Pengajuan Pembayaran
HKepada 't
Dijataan Poemwbeoan Keawiboen ...,
D1
Fordazarkan  Kepnrtisan Dickmar Janderal TSEL WMemar....., F20... rmntang
.............................................................. dazt  SPES Nomor.. ..o f200000 Laaggal
.................... 20, tentong pelalssonaan legiaten PPMPLE, bersama ini dengan horm at

lkami  mangajulean pembazraran tahap.,.. untiolke kegiatan terssbut dan dapaet
digeonpaikaal kepads

lelening D el et H moma kelompok masyaraloat)
—  HNuamor D g e R S R
Mamea Honl: | i e T

Milai PP PLE b SRR

Demildan sural ol keonl sanpailean, alos porbiabisonmies i uesplen terimn s kasil,

[lorinal Barni,
..................... (moma lelompolk)
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FORMIILIRE 11

CONTOH HWWITANSI

Sndah torima : Tojahat Pembuat Kemitmen..., TITA BA-029 Scrditicn
Derhinlazian Sesial Tahinn dag Kewilrasn Linghuogan 20,
Lanvalmya Wang

Lhamake Pamhayaran @ 1Jana kegintan FEM PH K tahap.... kel m e e
LR BT v i s i B0 s 50 o LA A A a5 serusl denusn
SPES Nomor........ tanggal .o 240,

Terbilang Hp. e

Yeug Menarima

Matersd Bp.6.000,00
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LAFORAN FELAKSANAAN FEGIATAN HELDMFPOHK
REGIATAN PPMPBK TAHUN......

1., Wama Kalempolk
2, DesufBlok

G, Hecomoton

4. Kubupatei/Iota
5. Provinsi

Thiw elamn 5 cuvniennns

£y, lamajuan Pelaltsanaan kegiatan dan an ran yane dilalesanalzan, shh o
N L] ai e ] Hl

SATTIAY ELALISASI 5/ 0 GITLA
Hos HECTATAR (He ,Urtlil.:'lil-c_:n 3 :_:hljl.mlg Flﬂ_;_l}l-” T
SR Syl = FIATE KETIANGAN
1 2 ] 4 5 a
N, | Anelta Uaanha
DPerliuiiaaisn
]
"__!
4

B, | kengaewasi Tanah

Wl

JUMILAH

=l

Mengstahui

Erpala Dosa,.. ...

Hambiatan dan permasalaban :
&, TPeovelesaizn linmbaian

([pama dan stempel]

KETITA KETLOMDOK

[nama)
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FORMWIILIRE 13

34

CONTOH
LAPORAN HEGTATAN PPMFBI TAHUN. .....

Balai Pengelolasn DAS ... oo i r i o
nimﬂm LI IRLEL REEILEI R LI RER NN |

. Topiatan erkambangan TMpava

Hu. i IK_E A el Keloampak Eepintan Perwamnluliam Thudak
e s Kelompek :

Lonjut
1 2 3 4 o G

Cartatan @ kelam 3sfd 0 agar ditnlis recnai danpgan kegiatan lepiotan yong

dilalsnnokan

Kepala DFDAS e

Blarmna

mLE,

wWww.peraturan.go.id



http://www.peraturan.go.id

35

FORMWILIRE 14

2015, No.974

CONTOH LAFORAN HASIL FENILAIAN KEMAJUAN PELAHSANAAN

PEHERJAAN
KEGIATAN FFAIFEK TAHLUN......

Eelompok Mosvarskal
Lokagsi

Dusun fElalk
Liega/Kelurahan

Kecamatan
Erlsupalen f el
Provingi

AT AN

EECIATANH

TATHHTA

(M Tl RENC AMNA

Elcer, Blays EEALISASG]L Sf 0 FENGEUNAAN [3ANA
Loatamg 1] u]] BUTLAN.. TAIIATL".. ..

ATATT BULAIN....

[ ) (% |

L o 1 ) 2]

e

FIATT FEITANGAN FTETTT REITAWCAN

lenanaman
durnfaln
Tiatpamian
Konstan

Juamlakh A

Hinwar
Lerpalsfllcan
dearifalan
Fengemlbang
an TITIMR

Jumlah B
PTivlal

Dpta heosil hasil penilaian kemeajuan pelalsennan kegiatan PPMPLBE diatos adalah

henar dan dapat digunakan sshagni dasar hagi pengaman pembayaran tahap ...,
.......... PP AL | S
Ketnia kKalompak Ketua ‘Iim Fangmwas
Blengetatind VerifGk alor,
Pendomping,
DR A e Heana
nLP,
Caratan ;

4 Kolown 2 apen divined sezoad dengan rineian egiasn pada BURT,
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FORMWIILIRE 15

CONTOH BERITA ACARA SERAH TERTMA HASIL PEEKERJAAN
KEGIATAN PPMPFREE

| [B3 TARE &
langgal
Pada hariini ... tanggal L, bulat,, ., tahun .. ... o0 Kami vang bertanda
tangann di hawah ini :
Jalulan s Eelun Kelow pok Masyarvabol. e, selokn Keluwn Erlompok
Pzperimo PEMPEK Talan ...........
Alamar.
dalam hal ini bartindal untul dan atas nama Kelompol Masyaralat. .. pEnerima

IMMEBEE taliun. ... selanjuiny s discbol seleogad PIHAK KESATLF,

Jaloalan I Ergistzal PTMIEBI pada BPDAS e,

Alamat

dalarn bal 14 Bertindusk untule dan dtas noos Kosesa Deogounia Angearqan DIFS BA,
D39 Sekretariat Ditjenn PSEL Tshun......  selanjutnya disebut sebagai PLILAK KEDUA,

denpan ind wenyatabkon Laliwa PITTAK KESATT teloh melabsarialon kegialan PPLMFRE
dengan hnilt berupn

Jenis T'oleorjaan ! v Ha wanatani fwranamina fwanatarma, A1), Tembniaran
Bangunan konservesi Lagede.oaeen, ol dear e
(sapifltambing falat suteraflebhah madu, dlj........... unitfelor
Jumlah ana I R A e i

Desa f Kelurahan

Kecamartan o e b St e R e e

ErbupalenfRols 0 e

Provinsi o

Solanjulnya PIHARK KESATIN wenyerabikan basil pekerjasn kopada PTHAK EETUA dan
PIIIAK ELDUA menerims basil pekerjasn dari PINIAK ET3ATU dalqn keadssaun beaik,

lenglap don culup sesunl dengan SPKS Nomer...... BEEDEAL. v viavivivirans sivasivei ;
dongan porincian schagai barileat

T s o e A s BT o TR S 5 o R A o T T

e e AT i e B W e B PEEE tg i i B TR T2

e . sabanyals .

Doemikian Berils Acara Scosb Teritna Heesil Keoislan ind diboal dan ditandAtaogaan
aleh kedua helah pihale dengan sebenarmya untnk dipergunakan sehagaimana

mestinya,
FHIAK BIlmSa T PLIAL KL
Mama Mama
NII.
Mengetahnui
Kepala HPIDAS
M™ama M.
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FORMIILIRE 106

CONTDH BERITA ACARA SERAH TERIMA FENGELOLAAN
HASIL KEGIATAN PPMPFER

Nuan oy

langgal
Pada hariini ... tanggal L, bulat,, ., tahun .. ... o0 Kami vang bertanda
tangann di hawah ini :
Jalulan s Prjobial Pernhiusl Howilmen pada BGPDAS e,
Alamat
dalam hal ini hertindak untle dan atas nama Kuaga Ponggmina Angparan THTAEREA,
O3t Beloretaniat itjen PEKL Tahun...... selanjutnya disebut sebaged PLARK KESATL
Mama s o BN o M (R PR OB
Jabolan P tus Kelowpek Measvarakat
Alamat

ITalam hal kertindalk nntule dan atas nama Kelampele Masyaraloat.,..., selanjntnya
digebul schagal PTHAK KEDTIA

dengan ini manvatalan hahwa PIHARK KESATU menyrmhlcan hasil kagiatan FPMPHE
hipads PIHAK EEDUA dan PMHAK EEDIIA weneritos basi kewisatan wersclbol dalao
keadaan balk dan lengkap untul selanjuthya dikelala dan dimanfaatlcan sesuai

perunlubAannve, birups

Jeniz Pelierjaan wlo aisasadvad Saseiasavain: sebanydaleirelnas o ;
e e sebanval fasluas .
o A A L S R L T grtramrvak fanluss oo,

Desa f Eelurslian

e comatan

Habm patan fetn

Dresanisi

Mamikian Borita Acara Scrah Torima Tongclelaan Paket PTMTPER ini dibuat dan
ditemdatangant aleh kedua beluhr pibak dengan scbensoova unloak dipergonakan
eehagaimana mestinya.

['MHAK KESATU I'HAK KEDTIA
AT 0 i s i Mo FIAaT i E cnunmstssticains o via
NIF.

Mengetahui
Eepada BIDAS e

MEMIO v e v e

™I,

M EMNTHER D NG LI MNCEA N HITILE 1A
ELITUTANAN REPULRLIE INDOINE 514,

S MUY
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